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PENDAHULUAN


A. Latar Belakang Masalah 
Manusia sebagai makhluk sosial pada hakikatnya mempunyai naluri untuk selalu ingin hidup bersama dan saling berinteraksi dengan sesamanya. Perkawinan terjadi karena adanya dorongan dari dalam diri setiap manusia untuk hidup bersama dengan manusia lainnya. Sudah menjadi kodrat alam dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berlainan, yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan ada daya saling tarik-menarik satu sama lainnya untuk hidup bersama.[footnoteRef:1] Perkawinan merupakan suatu ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita untuk menjadi suami istri dengan tujuan membentuk suatu keluarga. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan), pengertian perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan sebagai lembaga hukum, mempunyai akibat yang penting dalam kehidupan para pihak yang melangsungkan perkawinan. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perkawinan merupakan sebuah perbuatan hukum, hal itu dikarenakan perkawinan membawa akibat hukum berupa hak dan kewajiban bagi orang-orang yang melakukannya. [1: Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan Di Indonesia (Bandung: Sumur Bandung, 1981), hlm. 7.] 

Terkait dengan akibat hukum dari perkawinan bagi pihak suami dan istri antara lain mengenai hubungan hukum terhadap kedudukan antara suami dan istri dalam terbentuknya harta benda perkawinan, kedudukan dan status anak yang sah, serta hubungan perwarisan.[footnoteRef:2] Selain itu juga, dengan terjadinya suatu perkawinan, maka menimbulkan akibat penting bagi kehidupan para pihak yang melangsungkan perkawinan yaitu berkaitan dengan harta dalam perkawinan yang menganut asas persatuan bulat, hal ini berdasarkan apa yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata), dan UU Perkawinan mengenai harta dalam perkawinan. Terkait dengan harta dalam perkawinan tidak dapat dilepaskan dari adanya asas persatuan bulat yang mana merupakan suatu asas yang menyatakan bahwa antara suami istri terjadi persatuan harta benda yang dimiliki (Pasal 119 KUHPerdata), dimana persatuan harta ini disebut harta bersama.[footnoteRef:3] Apabila dilihat dari pengertian tersebut jelas bahwa setiap rumah tangga yang dibentuk memiliki tujuan untuk kehidupan yang lebih baik bagi keduanya. Tujuan lain dari adanya perkawinan diantaranya untuk pemenuhan kebutuhan biologis serta sarana menggapai kedamaian dan ketentraman jiwa. Perkawinan dimaksudkan untuk memiliki keturunan yang mana bertujuan agar kehidupan tidak punah.[footnoteRef:4] Apabila dilihat dari pengertian tersebut jelas bahwa setiap rumah tangga yang dibentuk memiliki tujuan untuk kehidupan yang lebih baik bagi keduanya, akan tetapi keinginan tersebut tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan karena pada dasarnya dalam suatu rumah tangga pastilah terjadi suatu percekcokan atau perselisihan baik besar maupun kecil yang tidak dapat dihindarkan yang mana perselisihan tersebut dapat berakhir dengan baik atau malah menimbulkan suatu perceraian.  [2: Sony Dewi Judiasih, Harta Benda Perkawinan (Bandung: Refika Aditama, 2015), hlm. 3.]  [3: Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW) (Jakarta: Sinar Grafika, 2008),           hlm. 5.]  [4: Wahyono Darmabrata, Hukum Perkawinan Dan Keluarga Di Indonesia (Jakarta: Rizkita, 2002), hlm. 1.] 

Perceraian yang kerap dan mudah terjadi ini menimbulkan kekhawatiran bagi sebagian pasangan suami istri terutama bagi pasangan yang sama-sama memiliki tingkat perekonomian yang kuat. Kekhawatiran mereka terhadap perselisihan pembagian harta ketika terjadi perceraian menimbulkan keinginan untuk membuat sebuah perjanjian pemisahan harta yang sering disebut dengan perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan ialah perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.[footnoteRef:5] Dengan kata lain perjanjian perkawinan ini merupakan perjanjian yang dibuat oleh calon suami atau istri yang mengatur tentang akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka. Pelaksanaan perjanjian perkawinan dilangsungkan oleh kedua belah pihak atas persetujuan bersama dalam mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pencatat perkawinan yang mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.[footnoteRef:6] Perjanjian perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat pada waktu atau sebelum  perkawinan dilangsungkan. Selanjutnya didalam ayat (2) pasal tersebut disyaratkan bahwa perjanjian tersebut tidak boleh melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Sedangkan dalam ayat (3) pasal tersebut  menyatakan  perjanjian  tersebut  berlaku  sejak  perkawinan dilangsungkan. Dan terakhir dalam ayat (4) disebutkan bahwa selama perkawinan berlangsung, perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga. Perkembangan hukum terkait pengaturan perjanjian perkawinan seiring berjalannya waktu mengalami beberapa perubahan yang banyak dipengaruhi oleh berbagai hal, dimana salah satunya yaitu dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut dengan Putusan MK) Nomor 069/PUU-XIII/2015. [5: Ibid., hlm. 72.]  [6: K Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Di Indonesia (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982),            hlm. 21. ] 

Latar belakang lahirnya Putusan MK Nomor 069/PUU-XIII/2015, pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2016, dilatarbelakangi dari adanya permohonan seseorang yang menikah dengan warga negara asing (perkawinan campuran) yang keberatan karena tidak bisa membeli benda tidak bergerak dengan hak milik kecuali dengan adanya perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan, sedangkan pihak yang bersangkutan tidak membuat perjanjian perkawinan sebelumnya, sehingga tidak bisa membeli benda tidak bergerak dengan Hak Milik atau  Hak Guna Bagunan tersebut. Dengan demikian maka yang bersangkutan mengajukan uji materiil salah satunya yaitu  Pasal 29 UU Perkawinan dengan  tujuan  agar yang bersangkutan dapat membuat perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung, sehingga yang bersangkutan  dapat membeli benda tidak bergerak dengan Hak Milik atau Hak Guna Bangunan tersebut. Putusan MK Nomor 069/PUU-XIII/2015 tersebut menyatakan bahwa pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan pejanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.  Hal ini merupakan perubahan norma yang harus disikapi oleh pihak-pihak yang berkepentingan, salah satunya yaitu notaris dalam membuat akta perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung. Sehingga saat ini pasangan suami istri dapat membuat suatu perjanjian pemisahan harta yang dibuat setelah terjadinya perkawinan. Selain itu juga, dengan lahirnya Putusan MK Nomor 069/PUU-XIII/2015 maka terdapat beberapa perbedaan yang terjadi terkait dengan perjanjian perkawinan yaitu: 
1. Perjanjian perkawinan yang semula hanya dapat dibuat sebelum atau pada waktu perkawinan dilangsungkan, sekarang dapat juga dibuat sepanjang perkawinan;
2. Perjanjian perkawinan yang semula berlaku terhitung sejak perkawinan dilangsungkan, sekarang dapat juga berlaku mulai saat  diperjanjikan oleh suami istri;
3. Perjanjian perkawinan yang semula hanya dapat diubah oleh kedua belah pihak, sekarang disamping dapat diubah juga dapat dicabut oleh kedua belah pihak;
Putusan MK Nomor 069/PUU-XIII/2015, dalam kaitannya dengan perjanjian perkawinan, pada dasarnya merupakan sebuah solusi bagi pasangan suami istri yang belum membuat perjanjian perkawinan, berencana akan membuat perjanjian perkawinan ataupun merubah perjanjian perkawinan yang telah dibuat ditengah perjalanan perkawinan, bahkan mencabut perjanjian perkawinan mereka apabila kedua belah pihak menghendaki. Akan tetapi hal tersebut menimbulkan dimensi baru baik terhadap akibat hukum harta benda perkawinan, kepastian hukum bagi pihak ketiga serta dapat menimbulkan permasalahan kepemilikan hak atas tanah yang berkaitan dengan suami istri yang berbeda kewarganegaraan. Putusan MK Nomor 069/PUU-XIII/2015 tersebut memberikan peluang bagi suami atau istri membuat perjanjian perkawinan selama perkawinan. Apabila para pihak tidak menentukan kapan perjanjian perkawinan tersebut mulai berlaku, maka akan dimaknai perjanjian perkawinan mulai berlaku terhitung sejak perkawinan dilangsungkan. Dari hal tersebut tentunya akan melahirkan permasalahan akibat adanya perubahan status hukum terhadap harta benda dalam perkawinan yang sebelumnya dalam persatuan bulat menjadi terpisah, jika sebelumnya telah ada perbuatan hukum yang berkaitan dengan pihak ketiga, misalnya suami istri telah membuat perjanjian kredit. Sebagai ilustrasi, sepasang suami istri yang melakukan perjanjian kredit dengan bank, menyerahkan rumah yang dibelinya dari harta bersama dalam perkawinan sebagai objek jaminannya. Kemudian dalam perjalanannya pasangan suami istri itu membuat perjanjian perkawinan yang isinya membagi atau memisahkan harta benda yang ada kedalam penguasaan masing-masing. Apabila terjadi perubahan status kepemilikan terhadap rumah tersebut, maka posisi pihak bank sebagai kreditur akan menjadi rawan dirugikan karena apabila terjadi wanprestasi maka pihak bank tidak akan serta merta dengan mudah melakukan eksekusi terhadap objek jaminan tersebut. Demikian pula terhadap tanggung jawab suami atau istri masing-masing terhadap perjanjian kredit tersebut, oleh karenanya hasil judicial review terhadap pengaturan perjanjian perkawinan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pihak ketiga. 
Apabila perjanjian perkawinan berlaku terhitung sejak perjanjian perkawinan tersebut dibuat, menurut penulis tidak akan banyak permasalahan hukum yang akan ditimbulkan terkait dengan adanya pembuatan perjanjian perkawinan tersebut, sebab perjanjian perkawinan tersebut hanya akan membawa akibat hukum terhadap harta benda yang diperoleh setelah dibuatnya perjanjian perkawinan tersebut. Namun apabila perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan mulai berlaku sejak dilangsungkannya perkawinan, maka akan menimbulkan beberapa permasalahan hukum terkait dengan status harta benda yang telah ada sebelumnya, yang mana menurut hukum hal itu merupakan harta bersama karena diperoleh sepanjang perkawinan. Terkait dengan dibuatnya perjanjian perkawinan dalam masa perkawinan pada dasarnya membawa akibat hukum terhadap perubahan status hukum harta benda yang terdapat atau diperoleh didalam perkawinan tersebut. Dengan demikian seharusnya pembuatan perjanjian perkawinan tersebut tidak boleh merugikan pihak ketiga. Menurut hemat penulis, bahwa untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai perbuatan, perjanjian penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat dihadapan atau oleh pejabat yang berwenang, salah satunya notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesinya dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat. Dengan kata lain, notaris dapat diartikan sebagai salah satu profesi yang termasuk kategori pejabat umum yang tugas dan kewajibannya memberikan pelayanan kebutuhan hukum kepada masyarakat. Notaris secara tidak langsung berperan sangat penting dalam ranah hukum perdata, hal ini karena notaris memiliki peranan dalam pembuatan perjanjian perkawinan dalam kaitannya dengan akta otentik yang nantinya diperlukan dalam pembuatan perjanjian perkawinan.[footnoteRef:7]  Namun dengan adanya Putusan MK Nomor 069/PUU-XIII/2015, maka notaris tidak serta merta dapat melayani permintaan pasangan suami istri untuk membuat perjanjian perkawinan. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat permasalahan-permasalahan yang memerlukan kejelasan dan kepastian hukum sehubungan dengan pembuatan perjanjian perkawinan tersebut.  [7: Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2013) hlm. 219. ] 

Adapun permasalahan-permasalahan tersebut antara lain berupa bagaimana kita dapat mengetahui perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan tersebut tidak merugikan pihak ketiga, kemudian bagaimana tata cara pencatatan perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan serta sejak kapan mulai berlakunya perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan. Selain itu juga banyak notaris yang belum bersedia membuat akta perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung. Hal itu dikarenakan ketidakinginan notaris untuk terbawa dalam permasalahan hukum yang akan datang terhadap akta yang dibuatnya baik dari penghadap sendiri maupun dari pihak luar yang termasuk pihak ketiga, sehingga notaris menjadi turut tergugat jika memang terjadi gugatan terkait akta yang dibuatnya. Dalam penelitian ini penulis akan membahas mengenai kekuatan mengikat dari perjanjian perkawinan yang dibuat dihadapan notaris setelah perkawinan berlangsung terhadap pihak ketiga dikaitkan dengan Putusan MK Nomor 069/PUU-XIII/2015. Penulis membahas hal tersebut karena penulis berpendapat bahwa kekuatan mengikat dari perjanjian perkawinan merupakan suatu hal yang sangat krusial dan juga penting dalam kaitannya dengan menciptakan kepastian hukum dan keadilan dalam pelaksanaannya. Hal tersebut juga diteliti karena diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum dan hukum perdata khususnya pada kasus-kasus yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan dan diharapkan dapat memberikan masukan kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil (selanjutnya disebut DISDUKCAPIL), Notaris, serta para pihak terkait dan masyarakat pada umumnya dalam kaitannya dengan penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan bagi pihak ketiga. Selain itu dalam hal pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan perjanjian perkawinan serta menggunakan pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dan diharapkan dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang sedang dihadapi serta pandangan dari para doktrin sebagai sarana penambahan atau untuk memperjelas ide-ide yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam bentuk suatu tesis yang berjudul: “KEKUATAN MENGIKAT DARI PERJANJIAN PERKAWINAN YANG DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS SETELAH PERKAWINAN BERLANGSUNG TERHADAP PIHAK KETIGA DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 069/PUU-XIII/2015”

B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dengan memfokuskan pada identifikasi masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah kekuatan mengikat perjanjian perkawinan yang           dibuat di hadapan notaris bagi pihak ketiga setelah perkawinan berlangsung  ?
2. Bagaimanakah penyelesaian masalah terhadap perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung bagi pihak ketiga dikaitkan dengan Putusan MK Nomor 069/PUU-XIII/2015 ?




C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab pokok permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya dalam identifikasi masalah, diantaranya yaitu :
1. Untuk mengkaji mengenai kekuatan mengikat perjanjian perkawinan yang dibuat di hadapan notaris bagi pihak ketiga setelah perkawinan berlangsung.
2. Untuk mengkaji mengenai penyelesaian masalah terhadap perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung bagi pihak ketiga dikaitkan dengan Putusan MK Nomor 069/PUU-XIII/2015.

D. Kegunaan Penelitan  
Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoretis dan juga secara praktis, sebagai berikut :
1. Kegunaan Teoretis 
Hasil penelitian ini disamping untuk kepentingan penyelesaian studi juga untuk menambah dan memberikan referensi atau bahan kepustakaan atau sumbangan pemikiran pengetahuan ilmu hukum khususnya tentang perjanjian perkawinan.
2. Kegunaan Praktis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta informasi bagi masyarakat khususnya kepada notaris dan juga para pihak dalam kaitannya dengan perjanjian perkawinan serta bagi pemerintah agar senantiasa dapat menjadi referensi dalam merancang dan menyusun suatu peraturan perundang-undangan terkait perjanjian perkawinan agar dapat mencerminkan prinsip keadilan dan kepastian hukum.  

E. Kerangka Pemikiran 
Politik hukum perjanjian perkawinan di Indonesia pada dasarnya tidak bisa dilepaskan dari pengaruh asas yang melandasinya. Dimana asas tersebut merupakan dasar/landasan bagi aturan dasar yang merupakan tatanan suatu negara dalam bentuk Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) atau konstitusi tertulis, maka pada akhirnya aturan dasar tersebut pada gilirannya merupakan landasan hukum perundang-undangan (gesetzesrecht) yang berlaku dalam negara.[footnoteRef:8] Oleh karena itu, UUD 1945 sebagai landasan konstitusional merupakan arah politik hukum perjanjian perkawinan nasional yang dimuat pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang mana disebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Hukum yang dimaksud adalah hukum yang searah dan sesuai dengan pembangunan disegala bidang yang dijalankan atau akan dijalankan. Intinya perkembangan disegala bidang yang semakin pesat harus diimbangi dengan pembaharuan dan pembentukan hukum yang terkait agar tercipta keteraturan dan kepastian.[footnoteRef:9]  [8: Ni’matul Huda, Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 52.]  [9: Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Ilmu  Hukum (Bandung: Alumni, 2006), hlm. 49. ] 

Hukum sebagai kaidah sosial berfungsi untuk mengatur pergaulan antar manusia dalam masyarakat. Kehidupan manusia dalam masyarakat selain berpedoman pada hukum juga berpedoman pada moral manusia itu sendiri yang diatur oleh agama, kaidah-kaidah susila, kesopanan, adat kebiasaan dan kaidah sosial lainnya.[footnoteRef:10] Hukum adalah sistem atau tatanan hukum dan asas-asas berdasarkan keadilan yang mengatur kehidupan manusia di dalam masyarakat.[footnoteRef:11] Teori hukum sebagai sarana pembangunan menurut Mochtar Kusumaatmadja, menyatakan bahwa hukum adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat termasuk lembaga dan proses di dalam mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.[footnoteRef:12] Peraturan perundang-undangan sebagai hukum yang tertulis diharapkan bahwa dalam pelaksanaannya akan memberikan kepastian hukum dan penting sebagai penjabaran dari asas legalitas yang mana merupakan salah satu ciri dari negara hukum. Sejalan dengan hukum di Indonesia, semakin hari masyarakat dalam melakukan tindakannya berdasarkan pada asas legalitas guna mendapatkan kepastian hukum. Mahkamah Konstitusi merupakan produk dari perubahan ke-tiga UUD 1945 yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (selanjutnya disebut dengan MPR) lahirlah sebuah lembaga negara baru yakni Mahkamah Konstitusi yang berfungsi sebagai penjaga konstitusi. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: [10: Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Bandung: Alumni, 2006), hlm. 4.]  [11: Ibid.,  hlm. 5. ]  [12: Ibid., hlm. 88.] 

1. Menguji undang-undang terhadap UUD 1945;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
3. Memutus pembubaran partai politik;
4.  Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
Kewenangan pertama Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi untuk menjaga ketentuan undang-undang agar tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan/ atau merugikan hak konstitusional warga negara. Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi sekaligus sebagai penjaga Pancasila yang mana merupakan materi konstitusi. Mahkamah Konstitusi membuka diri untuk menerima permohonan dari masyarakat yang merasa hak-haknya dan kewenangan konstitusionalnya dilanggar akibat berlakunya suatu undang-undang. Dalam kaitannya dengan pengaturan terkait perkawinan di Indonesia, pada dasarnya hal tersebut tidak dapat dipisahkan dari adanya suatu pengaturan hukum, dimana pengaturan mengenai hal tersebut itu diatur dalam UU Perkawinan yang mana didalamnya mengatur mengenai harta benda perkawinan.  Dalam Pasal 35 UU Perkawinan  menyebutkan:
“(1) Harta benda yang di peroleh selama perkawinan menjadi harta bersama”
(2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain’’[footnoteRef:13] [13: Pasal 35, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.] 

Sedangkan di dalam Pasal 36 UU Perkawinan, yang mana berbunyi:
“(1) Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
(2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya”[footnoteRef:14] [14: Ibid., Pasal 36.] 

Pasal tersebut menegaskan harta yang diperoleh para pihak sebelum kawin merupakan milik diri mereka masing-masing yang disebut harta bawaan. Sedangkan harta yang diperoleh setelah kawin akan menjadi harta bersama dan dimiliki oleh pasangan suami istri. Pada Pasal 35 UU Perkawinan terdapat frasa “sepanjang para pihak tidak menentukan lain” ini merupakan ketentuan hukum yang bersifat mengatur yang dapat dikesampingkan oleh para pihak dengan adanya kesepakatan lalu dibuat kesepakatan baru untuk menggantinya dalam bentuk perjanjian.[footnoteRef:15] Perjanjian perkawinan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:[footnoteRef:16] [15: Moch. Isnaeni, Hukum Perkawinan Indonesia (Bandung: Refika Aditama, 2016), hlm. 78. ]  [16: Herlien Budiono, Demikian Akta Ini (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018), hlm. 79.] 

1. KUHPerdata, dalam Buku I Bab VII Pasal 139-179, 180, 182,  dan 185 KUHPerdata;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Putusan MK Nomor 069/PUU-XIII/2015 (Pasal 29 UU Perkawinan);
3. Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (Pasal 45-52) dan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.
Pengaturan yang membedakan mengenai perjanjian perkawinan baik dalam UU Perkawinan juncto Putusan MK Nomor 069/PUU-XIII/2015 maupun dalam KUHPerdata membatasi ketentuan perjanjian perkawinan pada persatuan harta kekayaan suami istri, sedangkan dalam UU Perkawinan juncto Putusan MK Nomor 069/PUU-XIII/2015 tidak hanya mengatur hal-hal lain yang perlu diperjanjikan sepanjang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan, agama, adat istiadat, dan moral yang berlaku di tanah air.[footnoteRef:17] Tujuan dibuatnya perjanjian perkawinan adalah: [17: Sonny Dewi Judiasih, Harta Benda...op.cit., hlm. 45.] 

1. Memisahkan harta kekayaan antara pihak suami dengan pihak istri sehingga harta kekayaan mereka tidak bercampur. Oleh karena itu, jika suatu saat mereka bercerai, maka harta dari masing-masing pihak dapat terlindungi, tidak ada perebutan harta kekayaan bersama atau gono gini;
2. Atas hutang masing-masing pihak pun yang mereka buat dalam perkawinan mereka, masing-masing akan bertanggung jawab sendiri-sendiri;
3. Jika salah satu pihak ingin menjual harta kekayaan, mereka tidak perlu meminta ijin dari pasangannya (suami/istri);
4. Begitu juga dengan fasilitas kredit yang mereka ajukan, tidak lagi harus meminta ijin terlebih dahulu dari pasangan hidupnya (suami/istri) dalam hal menjaminkan aset yang terdaftar atas nama salah satu mereka;
Perjanjian perkawinan menurut asal katanya merupakan terjemahan dari kata “Huwelijksvoorwaarden” yang ada dalam Burgerlijk Wetbook (Selanjutnya disebut BW).[footnoteRef:18] Istilah perjanjian perkawinan juga dapat ditemui dalam KUHPerdata dan UU Perkawinan. Meskipun KUHPerdata mempergunakan istilah perjanjian perkawinan, namun KUHPerdata tidak memberikan definisi atau pengertian dari istilah perjanjian perkawinan tersebut. Pasal 139 KUHPerdata hanya mengatur bahwa calon suami istri sebelum melakukan perkawinan dapat membuat perjanjian perkawinan. Dari pengertian Pasal 139 KUHPerdata tersebut dapat diuraikan, bahwa perjanjian perkawinan sebenarnya merupakan persetujuan antara calon suami istri untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka. Terkait dengan perjanjian perkawinan, UU Perkawinan mengatur tersendiri yaitu di Bab V Pasal 29. Namun, dalam UU Perkawinan tidak memberikan secara spesifik pengertian perjanjian perkawina, Pasal 29 hanya menegaskan terkait saat pembuatan perjanjian perkawinan dan batasan yang tidak boleh dilanggar dalam membuat perjanjian perkawinan. Meskipun tidak diatur, dari ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan  secara implisit dapat diketahui pengertian perjanjian perkawinan yaitu perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang dibuat secara tertulis sebelum perkawinan dilangsungkan (prenuptial agreement). Dengan tidak adanya pengertian yang jelas tentang perjanjian perkawinan maka di antara para ahli terdapat juga perbedaan dalam memberikan pengertian tentang perjanjian perkawinan dan pengertian perjanjian perkawinan yang diberikan umumnya mengarah kepada ketentuan yang terdapat dalam KUHPerdata. Salah satunya menurut J. Satrio, beliau menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan adalah perjanjian mengenai harta dalam perkawinan. Dengan demikian, perjanjian perkawinan barulah diperlukan pada saat calon suami-istri akan menikah yang mana mereka telah memiliki harta atau selama perkawinan mengharapakan didapatnya harta.[footnoteRef:19] Pengaturan tentang perjanjian perkawinan berdasarkan KUHPerdata dan perjanjian perkawinan berdasarkan UU Perkawinan pada dasarnya memiliki perbedaan bentuk. Dimana dalam Pasal 147 KUHPerdata menyebutkan bahwa: [18: Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata (Jakarta: Intermasa, 2003), hlm. 37.]  [19: J. Satrio, Hukum Harta Perkawinan (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 147.] 

“Atas ancaman kebatalan, setiap perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung.”[footnoteRef:20] [20: Pasal 147,  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.] 


Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan hanya menyebutkan bahwa:
“Perjanjian perkawinan hanya dibuat dalam bentuk tertulis saja, namun pembuat undang-undang tidak mengatakan lebih lanjut apakah bentuk tertulis tersebut berupa akta otentik atau akta dibawah tangan.” 

Mengenai akta otentik diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdata yang mana menyebutkan bahwa suatu akta otentik  ialah suatu akta yang didalam bentuk  yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai  umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya. Pegawai-pegawai umum tersebut antara lain, yaitu Notaris jika dalam pembuatan akta-akta perjanjian, Pegawai Kantor Catatan Sipil jika dalam hal akta perkawinan maupun akta kelahiran. Perjanjian perkawinan dalam konteks ini termasuk perjanjian yang dibuat oleh notaris selaku pegawai yang berwenang membuat akta perjanjian yang bersifat otentik. Pasal 147 KUHPerdata secara tegas menyebutkan bahwa akta perjanjian perkawinan harus dibuat dalam bentuk akta notaris, yang berarti pegawai yang berwenang dalam membuat perjanjian perkawinan adalah notaris bukan yang lain. Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat yang berarti alat bukti akta otentik dapat berdiri sendiri tanpa memerlukan bantuan atau dukungan alat bukti yang lain. Notaris berwenang dalam membuat akta otentik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) UUJN. Disebutkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Peran notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan jabatan memberikan jasa hukum kepada masyarakat dan/atau membuat perjanjian perkawinan setelah perkawinan wajib memperhatikan hal-hal penting sebagai upaya agar tidak ada pihak yang dirugikan, termasuk pihak ketiga agar tercapainya keadilan dan kepastian hukum. Akta otentik itu sendiri pada dasarnya merupakan akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang serta dibuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat akta dibuat. Otentiknya dari akta notaris pada dasarnya bersumber dari Pasal 1 ayat (7) UUJN, dimana notaris dijadikan pejabat umum (openbaar ambtenar) serta dipertegas oleh Pasal 1868 KUHPerdata dimana akta tersebut harus memenuhi beberapa ketentuan, diantaranya yaitu: 
1. Akta harus dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum; 
2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang; 
3. Pejabat umum tersebut harus mempunyai kewenangan.[footnoteRef:21] [21: Pasal 1868, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.] 

Perjanjian perkawinan merupakan salah satu bentuk perjanjian. Oleh karena perjanjian perkawinan merupakan salah satu bentuk perjanjian pada umumnya maka pembuatan perjanjian perkawinan harus mengikuti ketentuan perjanjian dalam KUHPerdata. Menurut KUHPerdata, disebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.[footnoteRef:22] Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan bahwa: [22: Pasal 1313, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.] 

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.[footnoteRef:23]  [23: Ibid., Pasal 1338.] 


Dengan demikian hal tersebut memberikan suatu dasar dan arti yang menentukan terhadap kehendak para pihak. Kehendak para pihak yang bebas merupakan salah satu asas perjanjian walaupun kehendak bebas tersebut sebenarnya dalam kenyataanya tidaklah tanpa batas. UU Perkawinan mengatur bahwa perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan. Hal ini berbeda dengan ketentuan waktu pembuatan perjanjian perkawinan dalam KUHPerdata. UU Perkawinan tidak memperbolehkan untuk membuat perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung, namun dilakukan pembuatan perjanjian perkawinan sebelum perkawinan dilangsungkan. Setelah perkawinan berlangsung, UU Perkawinan hanya memberikan kesempatan untuk merubah perjanjian perkawinan dengan syarat tertentu sebagaimana dalam Pasal 29 ayat (4) UU Perkawinan. Dalam kaitannya dengan perjanjian perkawinan pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari adanya asas-asas yang menjadi dasar dalam pembuatan perjanjian perkawinan. Asas-asas dalam hukum perjanjian menurut KUHPerdata diantaranya yaitu:
1. Asas Kebebasan Berkontrak (Freedom Of Contract) 
Asas ini dapat terlihat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Setiap orang dapat secara bebas membuat perjanjian selama memenuhi syarat sahnya perjanjian dan tidak melanggar hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum, serta perjanjian tersebut mengikat para pihak yang membuatnya sebagai undang-undang. 
2. Asas Kepastian Hukum (Pacta Sunt Servanda) 
Apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian, hakim dengan keputusannya dapat memaksa pihak yang melanggar hak dan kewajibannya untuk melaksanakan sesuai dengan perjanjian. Asas pacta sunt servanda dapat ditemukan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. 
3. Asas Konsensualisme (Concensualism) 
Pengertian asas ini tampak dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata. Asas ini menyatakan bahwa dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, suatu perjanjian sudah mempunyai kekuatan mengikat. 
4. Asas Itikad Baik (Good Faith) 
Asas itikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, yang menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Itikad baik berarti keadaan batin para pihak dalam membuat dan melaksanakan perjanjian harus jujur, terbuka, dan saling percaya. Tidak boleh dicemari dengan maksud untuk tipu daya atau menutupi keadaan sebenarnya. 
5. Asas Kepribadian (Personality) 
Asas kepribadian mengandung arti bahwa isi perjanjian hanya mengikat para pihak secara personal, tidak mengikat pihak-pihak lain yang tidak memberikan kesepakatannya. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdata. Pasal 1315 KUHPerdata menyatakan bahwa pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri. Pasal 1340 KUHPerdata menegaskan bahwa perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya
Hal-hal apa saja yang dapat diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan (isi perjanjian perkawinan) tidak diatur dalam UU Perkawinan. Hal ini sejalan dengan asas kebebasan berkontrak. Kedua belah pihak (suami dan istri) secara bersama-sama bebas untuk menentukan isi perjanjian perkawinan asalkan perjanjian tersebut tidak melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan. Pada intinya isi perjanjian perkawinan adalah kesepakatan antara calon suami istri yang akan menikah untuk memisahkan kepemilikan harta dan utang piutang pada saat melangsungkan perkawinan. Sesuai dengan asas kepribadian dalam pembuatan perjanjian, maka perjanjian perkawinan hanya mengikat terhadap mereka yang melakukan perjanjian yaitu suami dan istri tersebut. Namun demikian, perjanjian perkawinan dapat juga mengikat pihak ketiga. Agar pihak ketiga (diluar pasangan suami atau istri tersebut) mengetahui dan tunduk pada aturan dalam perjanjian perkawinan yang telah dibuat oleh pasangan tersebut, maka perjanjian perkawinan tersebut harus disahkan/dicatatkan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (selanjutnya disebut DISDUKCAPIL) atau Kantor Urusan Agama (selanjutnya disebut KUA). Apabila tidak dicatatkan/disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, maka  perjanjian perkawinan hanya mengikat/berlaku bagi para pihak yang membuatnya, yakni suami dan istri yang bersangkutan berdasarkan asas pakta sunt servanda mengingat pencatatan perjanjian perkawinan hanya terkait soal administrasi dan pembuktian adanya perjanjian perkawinan bagi pihak ketiga. Perjanjian perkawinan harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, maka syarat sahnya perjanjian perkawinan mengikuti ketentuan pada Pasal 1320 KUHPerdata. Terdapat empat syarat sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata, diantaranya yaitu:
1. Adannya Kesepakatan Mereka Yang Mengikatkan Diri.
Suatu Perjanjian dianggap sah oleh hukum apabila kedua belah pihak telah terdapat kesesuaian pendapat tentang apa yang diatur dalam perjanjian tersebut. Para pihak yang dapat membuat perjanjian perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang merupakan pasangan calon suami istri. Rumusan pengertian perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU Perkawinan dengan jelas dapat dinyatakan bahwa suatu perkawinan merupakan suatu perjanjian yang terjadi karena adanya kesepakatan. 
2. Masing-Masing Pihak Harus Cakap Bertindak Menurut Hukum 
Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian perkawinan haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum. Pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum.
3. Suatu Hal Tertentu. 
Dengan syarat hal tertentu dimaksudkan bahwa suatu obyek  perjanjian harus jelas  dan ditentukan oleh para pihak. Isi perjanjian perkawinan dapat sangat variatif. Batasannya hanyalah tidak hukum, agama, dan kesusilaan.
4. Suatu Sebab Yang Halal
Maksud dari suatu sebab yang halal adalah bahwa isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum. 
Selain asas-asas, dalam penelitian tesis ini terdapat beberapa teori-teori yang melandasinya, yang mana teori tersebut berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Menurut Sudikno Mertokusumo, terkait dengan teori kepastian hukum, dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan sebuah jaminan dimana hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat memjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.[footnoteRef:24] Sedangkan teori keadilan menurut Aristoteles, dikatakan bahwa keadilan adalah kelayakan dalam tindakan manusia.[footnoteRef:25] Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara kedua ujung ekstern yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung ekstern itu menyangkut 2 (dua) orang atau benda. Bila 2 (dua) orang tersebut punya kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang harus memperoleh benda atau hasil yang sama. Jika tidak sama, maka akan terjadi pelanggaran terhadap proposisi tersebut berarti ketidakadilan. Sedangkan menurut teori tujuan hukum dari Gustav Radbruch, disebutkan bahwa perjanjian perkawinan harus mempunyai nilai kemanfataan bagi para pihak dalam perkawinan. Selain sebagai perlindungan hukum bagi para pihak, perjanjian perkawinan juga memberikan manfaat dalam hal terjadi konflik di lembaga pengadilan manakala terjadi perceraian.[footnoteRef:26] Hal-hal yang hendak diatur secara kongkrit dapat dituangkan dalam perjanjian perkawinan.  Jika perjanjian perkawinan sudah sepakat, maka para pihak harus memenuhinya sepanjang perjanjian perkawinan tersebut tidak ada pihak yang dirugikan.  [24: Sudikno Mertokusumo dalam Zainal Asikin, Pengantar Tata Hukum Indonesia (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 15.]  [25: Ibid.]  [26: Gustav Radbruch dalam Endang Sumiarni, Kedudukan Suami Istri Dalam Hukum Perkawinan (Yogyakarta: Wonderful Publishing Company, 2004), hlm. 10.] 

Peran notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan jabatan memberikan jasa hukum kepada masyarakat dan/atau membuat perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung wajib memperhatikan hal-hal penting sebagai upaya agar tidak ada pihak yang dirugikan, termasuk pihak ketiga agar tercapainya keadilan dan kepastian hukum. UU Perkawinan merupakan unifikasi hukum perkawinan nasional, sehingga UU Perkawinan bersifat universal bagi seluruh Warga Negara Indonesia (selanjutnya disebut WNI). Akan tetapi, UU Perkawinan juga bersifat diferensial, karena sahnya perkawinan didasarkan pada hukum masing-masing agama yang dianut, sedangkan agama yang ada di Indonesia ada bermacam-macam dan ketentuan pelaksanaan perkawinannya juga bermacam-macam. Suatu perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan sebagai peristiwa hukum, sedangkan pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (2) sebagai peristiwa penting. Peristiwa hukum tidak bisa dianulir dengan peristiwa penting. Sehingga ketentuan Pasal 2 UU Perkawinan menjelaskan dengan jelas adanya segi materiil dan formil dari perkawinan. Aspek materilnya  adalah bertolak pangkal pada hukum agama dan kepercayaan sebagai penentu keabsahan suatu perkawina, sedangkan aspek formilnya terletak pada ketentuan yang menyangkut pencatatan. Isi dari UU Perkawinan lebih banyak ditekankan pada aspek formalitas daripada aspek materiil suatu perkawinan.

F. Metode Penelitian
Metode penelitian dapat dikatakan sebagai suatu cara atau jalan untuk memecahkan masalah yang ada guna menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan tentang cara mengumpulkan, menyusun serta menginterpretasikan data yang sesuai dengan pedoman atau aturan yang berlaku dalam suatu karya ilmiah. Sehubungan dengan itu, dalam penelitian ini digunakan metode sebagai berikut: 

1. Spesifikasi Penelitian 
Spesifikasi penelitian merupakan sifat dari penelitian yang akan dilakukan. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, spesifikasi yang digunakan bersifat deskriptif-analitis, yaitu dengan membuat gambaran-gambaran secara sistematis, faktual, aktual mengenai fakta-fakta, kondisi, situasi atau permasalahan yang hendak dianalisis.[footnoteRef:27] Dalam kaitannya dengan penelitian ini akan dibahas mengenai pelaksanaan perjanjian perkawinan yang dilakukan setelah perkawinan berlangsung terhadap pihak ketiga kemudian menganalisis masalah-masalah yuridis yang timbul dari fakta tersebut dihubungkan dengan asas dalam peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, penulis akan menggambarkan secara jelas, sistematis terperinci dan menyeluruh mengenai fakta-fakta serta data-data yang ada. [27: Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: Rajawali Press, 2003), hlm. 20.] 


2. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan  dalam penelitian ini terdiri dari penelitian yuridis normatif yang mana dilakukan melalui penelitian kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang dianggap relevan untuk dijadikan bahan dalam menyusun tesis dengan menggunakan bahan dasar penelitian kepustakaan yang terdiri dari :
a. Bahan Hukum Primer
Merupakan bahan-bahan hukum mengikat. Dalam penyusunan karya ilmiah ini, bahan-bahan tersebut mencakup: 
1) UUD 1945 Amandemen Ke 4;
2) KUHPerdata;
3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
5) Putusan MK Nomor 069/PUU-XIII/2015;
b. Bahan Hukum Sekunder
Merupakan bahan pustaka yang berisi informasi dan penjelasan tentang bahan hukum primer yang berisi pengetahuan ilmiah yang baru atau pengetahuan baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai gagasan atau ide, mencakup:
1) Buku;
2) Kertas lokakarya / seminar;
3) Laporan penelitian, seperti tesis, disertasi dan lain-lain;
4) Majalah dan jurnal;
5) Penerbitan pemerintah;
c. Bahan Hukum Tersier/Penunjang. 
Merupakan bahan-bahan penunjang yang memberikan informasi tentang bahan primer dan sekunder. Bahan hukum tersier lebih dikenal dengan bahan acuan atau bahan rujukan dibidang hukum, misalnya abstrak, bibliografi hukum, ensiklopedia hukum, kamus hukum, peraturan perundang-undangan dan lain-lain.

3. Metode Pendekatan. 
Penelitian hukum mengenal beberapa pendekatan yang digunakan untuk mengkaji setiap permasalahan. Jenis metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan perundang-undangan ini adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.[footnoteRef:28] Metode penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka, sehingga data yang digunakan adalah berupa data sekunder.  [28: Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), hlm. 137.] 


4. Teknik Pengumpulan dan Pengambilan Data. 
Prosedur pendekatan dan pengambilan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan (library research), yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai literatur yang relevan dengan permasalahan tesis ini seperti buku-buku, makalah, artikel dan berita yang diperoleh penulis dari internet dengan bertujuan untuk mencari atau memperoleh teori-teori atau bahan-bahan yang berkaitan dengan judul tulisan yaitu mengenai permasalahan perjanjian perkawinan.


5. Metode Analisis Data 
Metode analisis data yang dilakukan penulis dalam penelitian tesis ini dilakukan dengan cara yuridis kualitatif dan preskriptif mengenai benar atau tidaknya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian. Selain itu, data yang  diperoleh melalui penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Data tersebut kemudian dianalisa secara interprestatif menggunakan teori maupun hukum positif yang telah dituangkan. Kemudian secara induktif ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada. Dalam metode analisis data ini yang harus diperhatikan yaitu: 
a. Peraturan perundang-undangan yang satu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya;
b. Memperhatikan hierarkhi peraturan perundang-undangan;
c. Bertujuan untuk mencari kepastian hukum;
d. Mencari hukum yang hidup dalam masyarakat baik hukum tertulis maupun tidak tertulis.[footnoteRef:29]  [29: Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UII Press, 2010), hlm. 32.] 
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